
seperti pertukaran data dari KPP Lain atau instansi lain. Dari perluasan 

data  dan  pemanfaatan  data   diharapakan  dapat  digali  potensinya  dan 

dapat  menambah penerimaan ke depannya.

3. Perlunya penambahan pegawai baik petugas maupun AR dalam rangka 

pemberian  pelayanan  dan  pengawasan  kepada  wajib  pajak  sehingga 

beban  kerja  dan  wajib  pajak  yang  mereka  layani  atau  awasi  semakin 

sedikit.  Dengan peneurunan beban kerja dan jumlah WP yang diawasi 

diharapkan  mereka  dapat  optimal  dalam  memberi  pelayanan  dan 

pengawasan. 
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